
BUPATI PRJNGSEWU 

PROVINS) LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU 

NOMOR 09 TAHUN 2018 

TENTANG 

SALINA 1 

REMUNERASI DADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA 
TEKNIS PUSAT KE.SEHATA.N MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN 

KABUPATEN PRINGSEWU 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PRINGSEWU, 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan 
kepada masya.raka.t dan kinerja Unit Pelaksana 
iek:nis Pusat Kesehatan Masyarakat yang 
menerapkan Pola. Pengelolaan Keuangan Badan 
La.yanan Umum Daerah perlu didukung oleh sistem 
Rern.unerasi berbasis kinerj a sc bagai bcntu k 
pengnarpRn kP.psida pegawai; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 
a.yat (4) Pcraturan Menteri Dnlrun Negeri Nomor 61 
Tahun 2007 tentang Pedom.an Teknis Pengelolaan 
Keuangan Badan La.sanan Umum Daera.h; 

c. bahwa berdo.sarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi 
Badan Layanan Umum Uaerah Unit Pelaksana 
Teknis Pu1Sat Kcaeha.tan Masyarakat pada Dina.a 
K~habm KAhupaten Pringsewu; 

1. Undang-Undang Nomor 17 TB.bun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia. Tahun 2003 Nomor 47, Tanibahan. 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undnng Nomor 13 Ta.bun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279]; 



J. Undang-Undang Nomor 01 Tahun '.l004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembanm Negara Rcpublik 
lnclonesiA 1'ahun 2004 Nomor 05, Tambahan 
Lem baran Negara Republik Indonesia Korn or 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Per.gelolaan dan Tunggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
lndonesia. Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lcmbaran Negara Rcpub1ik Indol!csia .!'iomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tent.ang 
Perilnhangaii Keuangan Ant.ara Peinerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara 
Republik Indonesia 'l'ahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Ir.donesia 
No:nor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pringsewu c.i Provir.si 
La.inpung (Lemoanui Negara Republik Indone$ia 
Tahun 2008 Nomor 185, TambElhan L!mbar.an 
Negara Republik lndonesiaNomor 4932); 

7. Undo.ng-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lemba.ran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan L!mbaran 
Negara Republik IndonesiaNomor 5063); 

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang UPT 
Puskesmas (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 N01nor 1 S3, Tambahan Lembara.n 
Negara Republik Indonesia Nomor 507:~J; 

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Ap::1.1utur Sipil Negara (Lembaran Negara Republilc: 
Indonesia Tahun 20 I 4 l'iomor 6, Tambahan 
I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5944); 

10. Undang-Und11ng Nomor 23 Tahu:1 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran 1'egara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Mepublik 
lndonesio. Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
te11tang Disiplin Pegawai Negcri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 7.010 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 513S); 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
. tentang Pengelolaar. Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lernbaran Negara Kepublik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaron Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 
Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 17, Tainual:llill Lembara1, Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340): 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelulw,u1 Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Rep•..1blik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578}; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun ?.005 
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
l<epublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaron Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 lentang 
Pelaporan I<euangan dan Kinerja lnstansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
J:<epublik Indonesia Nomor 46 I 4); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

l 7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaa.n dan Pemanfaatan Dana Kapitasi 
Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
No1uor 81); 

18. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang 
Hari Kerja di Lingkungan Lembaga 1-'emerintah; 

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/Menkes/ 
Per/X/20O4 tenlBng Pedoman Pengadaan Tenaga 
Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana 
Kesehntan Milik Pemerint:lh; 



20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
10/PMK.02/2006 tentang Ped.oman Penetapan 
Remunerasi Bti.gi Pejo.bnt Pcngclola, Dewan 
Pengawas Dan Pegawai Sadan Layanan Umum; 

21. I'eraturan Menteri Keuangan Norn01 07 /PMK.02/ 
2006 t.entang Pf'!n.yaTatan Adm:inistratif Dalam 
Rangka Pengusulan dan Penetapan Sacuan Kerja 
Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/ 
2006 tentang 1-'embentukan Dewan Pengawas pada 
Badan Layanan Umum; 

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/ 
2006 tentang Tara Cara Penyusunan, Pengajuan, 
Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dnn 
Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Sadan Layanan Umum; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 ~ Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalain Negteri 
Nomor 21 Tahun ?.011 tentang Perubahan kedua 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nnmnr 61 Tahun 
2007 tentang Pedoman Telmis Pengelola.an 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 

26. Peraturan Menteri Keuangan !iomor 73/PMKO!i/ 
2007 tentang Sistem Akuntansi Pusat lnvestasi 
Pemerint.ah; 

27. Pera tu ran Menteri Keuangan Nomor L 19 / PMK 05 / 
2007 tentang Persyaratan Adrninistratif Dalam 
Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja 
Instansi Pemerintah Untuk Mencrapkan Pcngelola.an 
Keuangan Sadan Layanan Umum; 

28. Peraturan Mcnteri Kesehatan Nomo.r 19 Tahun 2014 
tf':ntang PP-nggnnaan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional Untuk Jasa. Pelayanan dan 
Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas 
Ke&ehat.a.J1 Tir1~t Penama Milik Pemerintah 
f.laerah; 

29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun :.!Ul4 
tentang Pusat Kesehatllll Masyarakat; 



Menetapk11n 

30. Peraturan .Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 
tentang Pcnggunaan dana kapi.ta:si di Fa:iilil<l.s 
Kesehatan Tingkat Peri.Rm.A milik Pemerintah 
Daerah; 

31. Keputusan Mcntcri Pt::ndayagunaan Aparatur Negant. 
Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tP.nt-'lng Petunjuk 
Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 

32. Keputusan Menteri Keseha.tan Nomor 361/Menkes/ 
SK/V /2006 tentang Pedoman Penetapan 
Penghasilan .Pirnpinan dan Dewan Pengawas Badan 
Layanan Umum; 

33. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/Menkes/ 
SK/Hi2008 tentang Pedoman t'elaksanaan Jaminan 
Kesehatan Mneynmkat; 

34. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 5 Tahun 2015 
tentang Pegawai Non Pegawai Negeri S1pil ~adan 
Layanan Umum Daeroh Unit Pclaksana Tehnis 
Pusat Kesehatan Masyaraka.t Pada Dinas Kesehatsm 
Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Tahun 
201:, Nomor 5); 

35. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 46 Tahun 2015 
tentang Pola Tata Ketola Unit Pelaksana Tehnis 
Pusat Kesehatan Masyarakat l:'ada ::latuan Kerja 
Dinas Kesehatan Ktl.bupatcn Pringsevn.J [Lembaran 
Daerah Tahun 2015 Nomor461; 

36. Keputusan Bupati Pringsewu Nomor 
B/340/KPTS/D.02/2015 tent.nng Pola Pcngclolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit 
Pelaksana Tehnis Pusat Kesehatan Masyarakat pada 
Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BADAN 
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEHNIS 
PUSAT KESEHATAN IM.ASYARAKAT PADA DINAS 
KESEHATAN KABUP/\TEN PNINUS~WU. 

BABl 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan BupatJ. ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pringse""u. 



2. Pemerintah De.erah adalah Bupati dan l:'erangkat 
Do.eroh sebagai unsur pcnyclcngge.raan 
pemerintahan Kabupaten Pringsewu. 

3. Bupati adolah Bupati Kabupatcn Pringacwu. 

4. Sekretaris DaeTah adalah Sekretaris Daerah 
Kabupaten Pringsewu. 

5. Dlnas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten 
Pringeewu. 

6. Pegawai Aparatur Sfpil Negara yang selanjumya 
disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil 
denga., perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat 
pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 
suatu jabatan pemerintahan. 

7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu 
tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan 
upaya pelayana., kesehatan, baik p1-oinotif, 
prevl'!ntif, kur.Atif m,:iupun rehabilitatif yang 
dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daeTah 
dan/atau masyarakat. 

8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya 
disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan 
kesehatan yang me11yelenggl:ll·~1 upaya 
ke~hatan masyarakat dan upaya keg.ehatan 
perseorangan tingkat pertama, dengan lebih 
mengutamakan upaya promotif dan preventif, 
untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang 
setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. 

9. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya 
disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk 
memelihara dan meningkatkan kesehatan serta 
mencegah dan m!!!Ilanggu1angi timbulnya masalah 
kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan 
rnaayarakat. 

10. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya 
disingka.t UKP o.de..lah suatu i<cgiatan d.an/atau 
serangkajan lregiatan pe,.ayanan k1'!i¥.h,:itl'ln yang 
ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, 
penyembuhe.n penyakit, pengurangan penderitaan 
akiual penyilkit dan memulihkan kesehatan 
perseorangan. 

11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang 
mengabdikan diri da1am bidang kesehatan serca 
memiliki pengetahuan cl.an atau keterampilan 
melalui pcndidikan di bidang kesehatan yang 
untuk j,mis tiertentu memerlukan kewenangan 
untuk me1akukan upaya kesehatan. 



12. Pelayana.n Kesehatan adaloh upaya yang 
diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, 
mencakup perencanaan, pe1aksanaan, evaluasi, 
penca-:atan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu 
si:stcm. 

13. Sistem Informasi t>uskesmas adalah suatu tatanan 
yang menycdiakan informasi untuk men1bantu 
proses pengambilan k~putus:1.n dalam 
me'.aksanakan manajemen Puskesmas dalam 
mencapai sasaran kegiatannya. 

14. Unit Pelaksana Teknis se)anjutnya disingkat UPT 
adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang 
melaklilil1akan tugas teknis operastonal dan/atau 
tugas teknis da.-i organisasi induknya. 

15. Kepala Di.ul:lis K~::.ehatan adalah Kepala Dinas 
Kesehatan Kabupaten Pringsewu. 

16. Dircks adalal1 P.i.111piI1u1 B11dan I.ayanan Umum 
na,,-ah, Pejabat/ Petugas Pengelola Keuanga.."1., 
Pejabat/PetugasPelaksana Tata Usaha dan 
Pejabat/Petugas Koordinator Program. 

17. Pimpinan Badan Layanan Umum Dae.rah adalah 
Kepala UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan 
Kabu~Len Pring:sewu. 

1a. Pejabat/Petugas 
Pejabat/ Petugas 
Puskesmas. 

Pengelola Keuangan adalah 
Peugelula Keuangan pada UPT 

19. Pejabat/Petuga$ Pelak1:11Uu1. T-.t.ta Usaha adalah 
Tata Usaha UPT 

20. 

Pejs hi:it / Petuga,;; Pelaksana 
Puskesmas. 

Pajahat/Pf!tng;:i 11 

Pejabat/Petugas 
Puskesmas. 

Koordinator 
Koordinator 

Program 
Program 

adalah 
UPT 

21. Medis adalah medis spesialis konsultan, medis 
spesialis, medis umum, medis gigi spesialis, medis 
gigi yang merupakan pegawai tetap atau medis yang 
sudah ditetapkan oleh Pejo.bat yang bcrwcnang, 
kecua1i medis tarnu. 

22. Medis Tamu adalah medis yang bukan pegawai UPT 
Puskesmas tetapi diperkenankan merawat atau 
melakukan tindakan medis di UPT Puskesmas. 

23. Paramedis adalah tenaga yang mempunyai 
kecakapan d.alam membantu tugas pelayanan 
kesehatan dan perawatan orang sehat dan sakit. 

24. Pegawai adalah pegawai UPT Puskesmas yang 
berstatus pegawai PNS dan Non PNS pada UPT 
Puskesmas. 



25. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa 
gaji, tunjangan tctap, honorarium, inscntif, bonus 
atas prestasi, pesangon, dan at.au pt>nAiun. 

26. Sietem Remuneraei adalnh sistem yang mcngatur 
pen_gupahan pegawai yang diberlakukan di 
lingkungan UPr Puskesmas Pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten l'ringsewu. 

27. Relrening Belanja Remunerasi adalah pos penerima 
disu1busi jasa pelayanan sebagai sumber ctana 
insentif pegawai padn sistem Remuncrasi. 

28. Gttji ;sdah:1.h upah dasar yang bersumber dari 
pe-merintah bagi PNS dan bersumber dari bin.ya 
operasional/Jasa. pelayanan UPr Puskesmas bagi 
pegawai Non PNS. 

29. lnsentif/Jasa. Pelayanan adalah tambahan 
pendapatan berbasis kinerja bagi seJuruh pegawai 
yang dananya bersumber dari jasa pelayanan dan 
atau dari sumber penerimo.an sah lainnya. 

30. Ho11onl1'iu1n Hthilid1 upah yang dananya bersumber 
dari biaya operasional UPI' Puskesrnas yang 
diberikan atas pekerjaan tertentu. 

31. Tunjangan adalah kompensasi yang diheriki:in UPT 
Puskesmas kepada pejabat/petugas yang diberikan 
tugas tertenru di lingkungan UPT Puskesmas. 

32. Pesangon dan atau pensiun adalah pemberian gaji 
setelah masa aktif karyawan berakhir. 

33. Merit/bonus adalah tambahan pendapatan berbasis 
kinerja. bagi seluruh pegawai yang bersumber dari 
sisa hasil usaha. dan atau dari binyn opero.sional UP'J' 
Puskesmas. 

34. 'l':uif adalah imbalan ata.s barang dan atau jasa yang 
diberikan oieh BLUD UPT Puskesmas tennasuk 
imbalan basil yang wajar dari investasi dana, dapat 
bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian 
dari biaya perunit layanan. 

35. Pej~bal adaJah Pegawai yang diberi tugas tertentu 
sesuai dengan peraturan perundsng-undangan yang 
berlaku. 

36. BadAn l.ayanAn Umum Daerah yang selanjutnya 
disingka.t BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat 
Daerah atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
lingkungan Pem~rintah Daerah yang dibentuk untUk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 
penyediaan barang dan / atau jasa yan_g dijual tanpa 
mengutamakan untuk mencari keuntungan, dan 
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada 
prinsip efisiensi dnn produkt:ivitas. 



37. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Lay8Ilan Umum 
Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD 
adalah pola pengelolaan k~u;:mgan yang memberikan 
lleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan 
praktek-praktek bisnis yang sehat untuk 
meningkatkan pelayanan kepa.da masyarakat. 

38. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut 
Dewan Pengawas a.tlalah ora.,g yang benugas 
melakukan pengawasan terhadap pengelolnan 
BLUD. 

;!(}_ !n!l;tansi Penierintah adalah setiap Kantor atau 
Satuan Kerja yang berkedudukan seba@i Pengguna 
Anggaran/Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran 
/Barang. 

40. Pelayanan kesehatan adalah segala 
pelayanan kesehatan yang dibertkan 
seseorang dallllll rruigka obscrvasi, 
pengobatan dan atau rehabilitasi medis. 

kegiatan 
kepada 

diagno&is, 

4 L Pelaksana Progr~ adalah Pctugas 
program pada UPT Puskesmas. 

pelaksana 

4:l. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kcpada 
pasien untuk observasi, prevensi. diagnosis, 
pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan 
kesehatan lainnya tanpa dirawat map. 

43. Pelayanan rawat inap acalah pelayanan kepada 
pasien untuk observasi, prevensi, perawatan, 
diagnosis. pengobatan, rehabilitasi mcdis, dan atau 
pela.yanan kesehatan lainnya dengan menempati 
tempat tidur (Ruang Perawatan). 

44. Pelaya'lan rawat darurat adalah pelayanan 
kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk 
mencegah/menanggulangi risiko kematian atau 
kccacatan. 

45. Pelayanan Ambulans (ambulance service) adalah 
pefoyllllan transp<>rtasi terhadap pcnderita gawat 
darurat, evAkuam medis, jenazah dan atau 
pelayanan rujukan pasien dari tempat 
tinggal/tempat kejadian pasien ke UPI' Puskesmas 
l:l.u.Lu ~batiknya dan atau pelayanan rujukan pasien 
dari UP'l' Puskesmas ke UPT Puskesma.e a.tau 
sebaliknya; 

46. TindAkan mP.riis adalah manuuer/perasat/tindakan 
berupa pembedahan atau non pembedahan dengan 
menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan. 

47. Pelayanan medico-legal adaJah pelayanan kesehatan 
yang diberikan yang berkaitan dengan kepentingan 
hukuro. 



4!S. 1-'elayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan 
untuk pcnegakan diagnosis yang antara lain dapat 
berupa pP.layanan ~tnlngi kliTiik, patologi anatomi, 
mikrobiologi, radiologi diagnostik, elektrornedis 
diagnostik, da.'l ~indakan/pemeriksrum penunjang 
diagJ1u:.Jlik lainnya. 

49. Tarif pelayanan kesehatan UPT Puskesmas adalah 
pembayaran ata:s pelayanan ke:iehatan di UPT 
Puskesmas BLUD, yang mf!'l"ll~ kl'ln sebagian atau 
seluruh biaya penyelenggaraan kegiamn pelayanan 
kesehatan yang dibebankan kepada masyaraka.t atau 
pihak ketiga sebagai imbalan atas pelayanan yang 
diterimar.ya. 

50. Jasa sarana adalah imbalan .i,ang diterin1a uleh UPT 
Pin:keamas atas pemakaian sarana, fasilitas, alat 
kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non­
medis habis pakai dan bahan lainnya yang 
digunakan langsung maupun tak langsung dalam 
rangka observasi, diagnosis, pengoba.tan don 
rehabilitasi. 

5 L ,TA= m~cHi: :ufalah pendapatan individu yang 
dihasilkan akibat pelayanan medis dan bagian dari 
jasa pelayanan UPT Puskesmas yang tercantum 
dalwn kumpunen lil.rif Pu~kesmas dan bersifat 
individu, meliputi medis umum dan spesialis, medis 
subspesialis, konsulen, medis gigi, medis gigi 
spesialis, medis tamu. 

52. Jasa. Paramedis adalah pendapatan kelompok yang 
dihasilkan akibat pela_yanan keperawatan 
merupakan bagi.an thui jal:la pelayanan Puskesmas 
yang tercantum dalam komponen tarif Puskesmas 
meliputi pendapatan perawat umum, dan bidan. 

53. Jasa Non paramedis adalah pendapatan kelompok 
yang dihasilkan akibat pelayanan non keperawatan 
yang merupakan bagian dari jasa pelayanan U.PT 
Puskesma.s yang ter-cantum dalan1 kon1pum~11 tarif 
Pu!lkesmas meliputi jasa ptonata rontgen, analis 
laboratorium, fisiotherapis, asisten, penata gizi. 

54. Jasa pelaksana teknis adalah pend0pat0n kelompnk 
yang dihasilkan akibat dan pelayanan tenaga 
pelaksana teknis non medis dan non pararnedis 
yang merupakan ba!!,iau wu1 ja= pdayanan 
Puskesima~ dAn te~Anh1m dalam komJ:X)nen tarif 
Puskesmas. 

55. Jasa Manajemen adalah jasa. yang timbul akibat 
adanya pelayanan administratif. 

56. Jndexing/skor adalah cara atau perangkat untuk 
rnenentukan besaran skor individu pegawai sesuai 
dengan beban kerjanya. 



BAB II 
PENGOROANISA9IAN 

Bagian kesatu 

Pasal 2 

(11 PPK-BLUD UPT Pusk~ismas di:selenggardkitn sesuai 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

(21 Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mcliputi: 

a. pejabat/petugas pengelola DLUD UPI' Puk:sesnus 
terdiri rlAn PimpiTIATI AUJO 1.:PT Puskesmas dan 
Pejabat/ Petugas teknis yaitu: 
1. pejabat/petugas pelaksana tata usaha; 
2. pejabat/petugas pengelola keuangan; 
3. pejabat/petugas koordinator program. 

b. pejabat/petugas teknis sebagimana dimaksud 
pada huruf a angka 1 (satuJ dapat dilaksanakan 
olch pcgawai pcmegang progrmn dengan diberi 
tugas tambahan; 

c. t.ug11s t11mhahRn -.hAgAimAnA dimalcsud pada 
huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
Dinas Kesehatan melalui usulan Kepala 
Puskesmas selaku Pimpi.nan BLUD UPT 
Puskesnu1.s; 

d. Dewan Pengawas terdiri dari : 

1. Ketua; 
2. Sekretaris; 
3. Anggota. 

e. pegawai BLUD terdiri dari Pe,gawai ASN dan Non 
Pegawai ASN. 

DAD III 
PRNCTF.RTIAN RF.MlJN~RASI, ASAS, FILOSOFI, 

HAK DAN KEWAJIBAN 

Bagi.an Kesatu 
A7.aS 

Pasal 3 

Azaz Remunerasi terdiri dari : 

a. proporsionalitas yang diukur dengan besamya beban 
aset yang dikelola clan besaran pendapatan UPT 
Puskesmas; 

b. kesetara.an yang memperhatikan industri pelayanan 
sejenis; 

c. kepatutan yang melihat kemampuan UPI' Puskesmas 
da.lrun memberikan upElh kepndn pegawai. 



l:lagian Kedua 
Filosofi 

Pasal4 

Rc:muncraisi antara lain: 

a. menghargai kinerja perorangan dalam :satu tim kerja 
yang memerlukan kebersamaan; 

b. membcrikan azas perlindungan 
knmpnnen haik unit. pelAyAnan 
penunjang dalam satu rantai nilai; 

bagi scmua 
maupun unit 

c. menumbuhkan rasa saling percaya atar komponen 
dengan adanya keterbukaan/ transparansi dan dapat 
dipertanggungjawabkan i akuntabel; 

d. saling menghargai antar komponen, menegakkan 
keadilan dan kejujuran; dan 

e. meningkatkan ketaqwaan dan rasa pengabdian 
aerta mengutamakan kcpcntingan masyarakat. 

Bagian Ketiga 
Hak dan Kewajiban 

Pasal 5 

(1) Setiap pegawai UPI' Puskesmas berhak mendapatkan 
remunerasi dan belanja pegawai lainnya. 

(?.) RP.munP.rRsi sehagaimene dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (11 adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, 
tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas 
prestasi, pesangon, dan at.au pensiun ueruwtl1:1~ka11 
proporsionalitas, kesietaraan dan kepatut.an yang 
besarannya diatur daJarn sistem remunerasi. 

(3) Pegawai yang berhak mendapatkan gaji adalah 
Pcgawai ASN, Non Pegawai ASN dan Peja.bo.t/Petugas 
Pengelola UPT Puskesmas BLUD yang diatur dalam 
ketentuan sistem remunerasi UPT Puskesmas BLUD. 

(4) Pegawai yang uerl.i.ak 111end1:1.µllkan honorarium 
adalah Dewan Pe~gawas dan pegawai UPT 
Puskesmas BLUD sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

(5) Pegawai yang berhak mendapatkan insentif adalah 
seluruh pegawai UPT Puskesmas BLUD sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

(6) Pegawai yang bcrhak mcndapatkan tunjanga.n tctap 
ada\ah pegawai UPT Puskesmas BLCD sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 



(7) ~gawai y..u1J!: I.Jt:u·hak bonus/111erit adalah seluruh 
pegawai UP'r Puskesmas BLUD sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

(8) F'egawai yang berhak mendapatkan pesangon dan 
nto.u pensiun nd.a.\ah seluruh pegawai UPT 
Puskesmas BLUD sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

(9) Belanja pegawai lainnya sebagaim.ana dimaksud 
dalam Pa9al 3 ayat [1) adalah helAnjR n(H'!ra!'\innal 
pegawai lainnya sesuai peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

(10) Mruio.jemen UPf Puekemae berkewajiba.n 
menyediakan alokasi dana untuk remunerasi 
pegawai UPT Puskesmas yang dianggarkan melalui 
anggaran UPT Puskesmas/Rencana Bisnis dan 
Anggaran (RDA). 

(11) Setiap pegawai yang mengh.asilkan jasa pelayanan, 
berkewajiban memberikan kontribusi ke Pos 
Remunerasi yang besaran persentasenya ditent•.tkan 
dalam sistem remunerasi. 

(12) Setiap pegawai pad.a pusa.t pendapatan atau revenue 
cent.er berkewajiban untuk menyusun Strotegie 
Action Plan ya.ng dilengkapi dengan indikator, target/ 
standar dan sistern akuntabilitas. 

( 13) Yang tergolong dalarn kelompok pusat pendapatan 
atau revenue center, sebagatmana tercanmm dalam 
Pasal 6 ayat {6) diatas adalah: 
a. unit gaw;:it daniraf; 

b. rawat jalan; 
c. rawat inap; 
d. PONED; 
e. laboratorium; 
f. ambulans; 
g. pelayanan lain yang menghasilkan jasa. 

(14) Setiap pegawai _yang memiliki jabatan struktural/ 
Pengelola BLUD danjabatan fungsional lainnya pada 
oost centre atau pada pusat pengeluaran 
berlcewajiban menyusun rencana aksi strategis atau 
Strategic Action Plan yang dilengkapi dengan sistem 
akun tabilitas. 

(15) Pegawai yang dimaksud pada ayat (8) adaJah: 
a. kepala UPT Puekesmas selaku Pimpinan BLUD; 



b. pejabat/petugas pelaksana tata usaha, petugas 
pengelola keuangan dan pctugas koordinator 
program; 

c. pemegang program lainnya, 

(16) Semua pegawai berkewajiban memberikan 
pela.yanan yang optimal sesuai standar pelayanan 
minimal secara efesien, efektif, produktif dan 
akuntabel. 

BABIV 
PENDAPATAN DAN BELANJA 

Bagian Kesatu 
Pendapatan 

Pasa16 

(1) Pendapatan PPK-BLUD UPT Puskesmas bersumber 
dari Jasa La_yanan, Hibah, Kerja Sama Opersional 
(KSO), Pemerintah Pusa.t (APBN), Pemerintah Daerah 
(Ai-'.l::HJ) dan Lain-lain pendapatan tsLUU yang sah. 

(2) Jasa layanan sebagaimana dima.ksud ayat (11 adalah 
pendapatan UPf Puskesm.as atas imbalan yang 
diperol.eh dart jasa layanan yang diberikan kepada 
masyaralmt seauai tarif serta Kopitasi d£1D Non 
Kapitasi. 

(3) Hibah sebagai.'Jlana 
pendapatan hibah 
mengi:kat, 

dimaksud ayat (1) adalah 
baik mengikat atau tidak 

(4) Kerja Sama Opersional sebagaimana dimaksud ayat 
( l) iitlttlw1 pendapa.taJ1 dari basil ke1ja sama 
operasional dengan pihak lee tiga s.esuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(5) APBN dWl APBD :sebagaimana dim.d:sud ayat 11) 
adalah pendapatan yang bersumber dari Pemerintah 
Pusat dan Daerah melalui Dinas Kesehatan sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

{6) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana 
dimaksud pada avat (l) adalah pendapatan yang 
berasal dari basil penjualan kekayaan yang tida.k 
dipisahkan, hasil pemanfaatan kekayaan, jasa giro, 
~ndapatan bunga., kcuntungan selisih tuknr rupiah 
terhadap mata uang asing, komisi, potongaI1, rabat 
ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 
dan / atau pengadaan barang / jasa oleh UPT 
Puske:nnas dan basil investasi, 



Bagian Kedua 
Bclanja 

Pasal 7 

(1) Be1anjsi sirJalah kewajiban pemerintah daerah/UPI' 
Puskesmas yang diakui sebagai pengurang nilai 
kekayaan bersih. 

[?.) Relanja sebagaimana dimalcsud pada. ayat (lJ acialah 
belanja operasional UPT Puskesmas meliputi belal.ia 
pegawai, belanja banmg/jasa dan belanja modal. 

{3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) adalah belanja pegawai meliputi sistem 
pengupahan yang meliputi gaji, tunjangan, 
honorarium, bonus (merit) atas prestasi, pesangon 
dan atau pcnsiun serta belanja pegawai 1.amnya 
sesuai peraturan perundsins-nnd.Angan yang 
berlaku. 

(4) Oaji :sebagaimana tlimak1:1ud p!ida ayac [3) adalah 
bagi Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
pegawai Non ASN disesuaikan dengan kemarnpuan 
keuangan UPT Puskesmas. 

151 Tunjangan sebagaimana dima.ksud pada ayat (31 
adalah bagi pegawai UPT Puskesmas BLUD 
bersumber dari pemerintah dan atau biaya 
opera$ional UPT Puskesmas sesuai tl~nwn1 
peraturan dsin ri~n1mfang-11ndangan yang berlaku, 
sedangkan tunjangan fungsional untuk pegawai non 
struktural bersumber dari bfaya operasional UPT 
P;J.skesm.ts. 

(61 Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3} 
adalah bagi pegawai UPI' Puskesmas BLUD da.pat 
bersumber dari Pemerintah Daerah (APBD) melalui 
Dines Kcsehatan dan biaya operasional UPT 
PuskP.sm.As. 

(7) lnsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 
bagi pegawai UPT Puskesmas BLUD bersumber pada 
komponen jasa pelayanan da.n atau keuntungon 
usaha-usaha lain serta sumber operasional UPI' 
Puskesmas lairmya. 

(8) Merit/bonus scbagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ada]ah bersumber dari keuntungan lJPI' Puskesmas 
dan atau biaya operasional UPT Puskesmas yang 
khusus dianggarkan. 



(9) Pesan.gon dan atau pensiun sebagaimana dimaksud 
padl:l ayat (3) adalah bcrsumbcr dari keuntungan 
UPT Puskesmas dan atau biaya operasional UPT 
Puskesmas yang khusus dianggarkan. 

(10) Seluruh pegawai UPT Puskes."Jlas berhak menerima 
remunerasi sesuai dengan peraturan d.an 
peruncan~-undangan yan_g berlaku. 

(11) Remunerasi disesuaikan dengan kepatutan dan 
kernampuan keuangan UPT Puskcsmas yai.1.g 
h!'!rdaAA r kP.pi:icl.R pP.ra tu r.:1n dan perundang 
undangan yang berlaku. 

(12) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada 
nynt {2) ada1ah Bclanja pcngcluaran untuk 
menampung pembelian baiang dan jasa yang habis 
pakai. 

(lS) Bdanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat 12) 
adalah suatu pengeluaran yang dilakukan untuk 
menambah aset tetap atau investasi _yan1,: ada 
sehingga memberikan manfaatnya tersendiri pada 
periode tertentu. 

Bagian Ketiga 
Sistem Pengupahan 

Pasal 8 

( 1 I Sistem -pengupahan adalah :imbalan jasa yang 
meliputi gaji, tunjangan, honorarium, insentif, 
bonus (merit) atas preste.si, pesangon dan atau 
pcnsiun scrta bclanja pegawai lainnya sesuai 
peraturan perundang-undangan yang herlaku. 

(2) Pejabat/Petugas Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, 
Sekrebtri:s Dc:wttn Pt:n11a•M:1:s c.hu1 pt:gawai BLUD 
dapat diberikan upah dan teknis besarannya 
ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 
/PMK.02/2006 tentang .t'edoman .r'enetapan 
Remunerasi Bagi Pcjabat Pcngclola, Dewan Pcngawas 
dan Pegawai Badan Layanan Umum. 

(3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi 
Pejabat/petugas Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, 
Sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai BLUD 
dapat diberikan sesuai dengan tingkat tanggung 
jawab dan tuntutan profesionalisme yang 
diperlukan. 

,, 



[4) Penetapan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
~ pe1nin1pin BLUD UPT Puskesmas, 
m.empertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan: 

a. gaji pokok mo.ksimal 5 (lima) kali gaji pokok 
Pegawai Negeri Sipil tertinggi: 

b. ukuran (si?..e) dan ju m Jg h a set y:,mg rl ike Iola 
BLUD, t:ingkat pelayanan serta produktivitas; 

c. pertimbangan persamaannya dengan industri 
pelayanan sejenis; 

d. kemampuan pendapatan UPT Puskesmas BLUD 
bersangku tan. 

(5) Perhitungan gs.ji Pimpinan BLUD menggunakan 
rumun = (GO+ Nha + Nhi) - Gn 
GD = Gaji Dasar = Maksimal 5 X Gaji pokok ASN 

Tertinggi 

l\ba = Nilai Bobot Aset = 40% (FPa x GD) 

l\bi = Nilai Bobot Pendapatan = 60% (FPi x GD) 

FPa = Faktor Penyesuaian Aset = Skala FPa dari total 
asset 

FPi = Faktor Penyesuaia.n Income (Pendapatan) = 
skala FPi dari Total Pendapatan 

Gd = gaji diterima Pimpinan BLUD 

(6) Perhttungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
tidak dapat digunakan apabila kondisi likuiditas 
keuangRn UPT Puk~smas BLUD belum 
memungkinkan lauena bisa berakibat mempengaruhi 
biaya operasional lainnya. 

(7) Bahwa apabila sebagaima.na dimaksud pada ayat (6) 
maka perhitun11:an Gaji dalam bentuk insentif/jasa 
pelayanan bagi Pimpinan BLUD menggunakan rumus 
6°/o (enam persenJ dari total insentif/jasa pelayanan 
UPf Puskcsmas yang aken dibngiknn pndo. bulon 
berjalan. 

(8) Insentif/ja.sa. pelayanan bagi jajaran Pejaba.t/Petugas 
Teknis BLUD yw.Lu Pelu191s P"ugeluht. Keu~ . .ngau, 
Petuga$ Pelaksana Tata Usaha dan Petugas 
Koordinator Program mengikuti pola perhitungan 
skor individu. 

(9) Insentir/Jasa Pela:yanan bagi Pejabat/Petugas Teknis 
sebagiamana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan 
paling banyak sebesar 900/o (sembilan puluh persen) 
dari gaji pimpinan l::SLUU. 



(10) Uaji pokok ASN tertinggi adaJah gaji pokok ASN 
tertinggi di Ul'T Pu:ske:sma& DLUD bersangkutan. 

(11) Remunerasi/upah bagi dewan pengawas dan 
sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud 
pada aya1 (2) diberikan dalani bentuk honorarium. 

(12) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (11) 
bagi dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut: 

a. honorarium ketua dewan pengawas paling 
banyak sebesar 40"/o; (empat puluh persen) dari 
ga.ji pemimpin BLUD; 

b. honoJ"adum auggota dewar1 pengawa8 paling 
banyak sebesiar 36% (tiga puluh enarn per-sen) 
dari gaji pemimpin BLUD; dan 

c. honorarium sekretaris dewan pengawas paling 
banyak 15% (lima belas persen) dari gaji 
penrimpin BLVD. 

(13) Bagi Pejabat/ Petugas Pengelola dan pegawai U.PT 
Puskesmas BLUD yang bersta.tus ASN, gaji pokok 
dan tunjangan mengikuti peraturan perundang­
undangan yang berlaku serta dapat diberikan 
tambahan penghasilan dalam bentuk insentif/jaM 
pelayanan sesuai sistem remunerasi. 

( 14) Oaji bagi pegawai Ul'T Puskesmas yang berstatu:s 
Non Pegawai ASN disesuRikan dengan kP.m.Rmpu.Rn 
keuangan UPT Puskesmas BLUD serta dapat 
diberikan tambahan penghasilan dalam bentuk 
imu~nlif/ja::.a pelayanan :sesuai sistem remunerasi. 

ilSI Semua pegawai UPT Puskesmas BLUD selain 
menerima gaji, dapat juga me11erima insentif, 
tunjangan, banus/merit, pesangon dan atau pensiun 
sesuai dengan peratuC'an dan perundang-undangan 
yang berlaku. 

jl61 Pemberian insentif/jasa pelayanan Pegawai Ul-'l" 
I'uskesmas BLUD sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (13) dan ayat ( 14) dApAt dihitung hl'!rd1=1m1rk1•m 
indikator penilaian sebagai berikut: 

a. Jenis Tenaga; 

b. Pengalaman dan masa kerja {basic index); 

r.. Kf'!h!r::1mpila11, ilm11 ).'.lf.!ngetahuan dan perilaku 
(competency index); 

d. Resiko kerja [risk index); 

e. Tingkat gawat darurat (emergency inde~; 

f. Jabatan yang disandang (position index); dan 

g. Ilaisil/<:apaian kinerja (peiformance index). 



(17) Insentif/jasa pelayanan bagi Non ASN UPT 
Pu8keemas BLUD sebagaimaJ.u. dirnaksutl dalam 
ayat (14) disesuaikan denwin ASlll. 

(18) Insentif/jasa pelayanan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat {161 diberikan benlaisarkan Skor 
individual (Row Score). 

( 19) Kepala UPT Puskesmas BWD menetapkan Tim 
Verirlkasi guna rnelaksakan perhitunga.TJ. skor 
in<lividu/pegawai. 

(20) Tabel skala besaran faktor penyesuaian aset (Fpa} 
t!an faktor penyesuaian income atau pendapatan 
(Fpil sert.a. indikator pcnilaian. tcrcantum dalarn 
Lampiran yang merupakan bagian tidak tP.rpisahkan 
dari Peraturan ini. 

(21} Remunerasi sebagaimann dimaksud pada ayat (1), 
untuk BLUD UPT Puskesmas ditetapkan dMgan 
Keputusan Bupati. 

Pasal 9 

Pejabat/Petugas pengelola UPT Puskesmas BLUD, dewan 
pengawas dan sekretaris dewan pengawas yang 
dibcrhentikan aementara a.tau letap dari jabatannya 
masih mempemlP.h penghasilan sebesar 50°/o (iima puluh 
persen) dari remunerasi/ honorarium bulan terakhir 
yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan 
diL~litpkannya keputusan def'mitif tentang jabatan yang 
bersangkutan. 

PasallO 

Besaran gaji, honorarium, insentif, tunjangwi, 
bonus/merit, pesangon dan atau p,m~iun disesuaikan 
dengan kepatutan dan kemampuan keuangan UPT 
Puskesmas BLUD yang berdasar kepada peraturan dan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 11 

Proporsi dan Sumber Dana lnsentif/Jasa Pelayanan 
terdiri dari; 

o.. proporsi insentif/jasa pelayanan yan!!, beri:.umber dari 
BPJS berupa d.1m.R kapita.si dan non kapitasi yaitu 
65% dan 35% untuk biaya operasiona! UPT 
Puskesmas BLUD; 

b. proporsi insentif/jasa pelayanan yang bersumber 
selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat ( 1 J 
yaitu 45% untuk jasa pelayanan dan 55% untuk 
biaya operasional UPT Puskesmas BLUD; 



, .... 

c. remunerasi berbentuk insentif/jasa pelayanan 
merupakan jasa pelayanan pegawai yang tt:lah 
memberikan [M'!l.Ry.::tnan kepada pelanggan/pengguna 
jasa; 

d. pelanggan/pengguna jasa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) ada.l.ah masyarakat yang mendapatkan 
pelayanan oleh pegawai UPT Puskesmas BLUD, baik 
yang ditanggungkan oleh Dad.an Penyelenggaia 
Jaminan Sosial Eid11ng l<P.SP.hatan a.tau Jarr.inan 
l.ainnya maupun yang tidak tertanggung. 

il) 

(21 

BABV 
lNS~NTJI'" 

Bagiiln KP.AAtn 
lnsentif/jasa pelayanan langsung dan tidak langsung 

Pasal 12 

Pemberian Remunerasi kepada Pegawai UPT 
Puskesmas BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 
5 ayat (II berbentuk insentif/Jasa pelayanan secara 
lo.ngsung dan tidok langsung. 

Pemberian insentif/jasa pelayanan langsung 
sebagaimana dlDlaksud pada ayat ( 1) aclalah 
inscntif/jasa pclayanan yang dihitung berdasarkan 
jenis ter.aga, pengalAm.Rn dan masa kerja, 
keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku, resiko 
kerja, tingkat gawat darurat serta jabatan yang 
disaudang, tltmgan menggunakan formula 
perhitungan yaitu 50 % (lima puluh persenl dari total 
anggaran yang akan dibagikan pada bulan berjalan. 

(31 Formula perhitungan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (21 n1e11ggunakan 1·umu:s i:;t:bagai berikut : 

fHmlah Re1mm perorang 

Prese11tasi keAadiran [X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + .f6) 
- • x. Jumluh Dana 

Y {rotal /umlalt selurult Po:n pecugas) 

Keterangan : 

XI : Total Skor Individual Jenis tena.ga 
X2: Total Skor Individual hm1:irinde.k 

X3 : Total Skor Individual Competency Index 
X4 : Total Skor Individual Risk Index 
X5 : Total Skor Individual Emergency index 
X6 : Total Skor Individual Position .Index. 

Y : Total Skor keseiuruhan Petugas Pelaksana 



(41 Pemberian insentif/jasa pelayanan tidak Iangsung 
sebagaimana dim.aksud pada ayat (1 J adalah 
insentif/j11sa ?P.lay11n11n y:=tng pP.rhitung::innyR 
berdasarkan hasil/capaian kinerja (peifomtllnce 
index) masing-masing individu dengan menggunakan 
formula perhltungan yaitu 50"/o (lima puluh persen) 
d.ari total angsaran yang akan dibagikan pada bulan 
berjalan. 

(5) Fr.Jrmul.i. perhitung,m :si:bagaimana di:maksud pada 
ayat (4) disesuaikan dengan besaran total skor 
individu pegawai yang bersangkutan dengan rumus 
Behan Tanggung Jawab/Skor individu x 50% Total 
insentif dibagi total jumlah seluruh poin pegawai, 
dengan rumus 15ebagai berikut: 

Jumlah skor perorangan 

. X(P1 + P2+ P3) xJumlahDar.a 
Beban T•"O!J""91"'""b '"Y (Totlll}1unlah stluruh Poinpewgas) 

Keterangan : 
X : Skor Hadiran Pegawai 
Y : Total Jumlah Seluruh Poin Pegawai 
Pl ; Total Skor Individual Performance Kuantitas 
.P2 : Total Skor Individual Performance Kualitas 
P2 : Total Skor Individual Performance Waktu 

(6) Jika pegawai UPT Puskesmas RT .un tidak menr.11pai 
basil kinerja maka insentif/jasa pelayanan pegawai 
yang beI'58Ilgkutan akan dikurangi sesuai dengan 
ketentuan yang belaku dalam sistem remunerasi. 

Bagian kedua 
Penjelasan Distribusi Insentif/Jasa Pelayanan 

Pasal 13 

(1) Falsafah dasar insentif/jasa pelayanan adalah 
motivasi kerja berdasarkanJee for performance. 

(21 Tnsentif/jasa pelayanan langsung maupun tidak 
langsung dibayarkan pada satu bulan berikutnya 
pada akh1r minggu. kedua atau awal minggu ketiga 
dan/atau menyesuaikan kondisi likuiditas 
keuangan UPT Puskesmas BLUD. 

(3) Skor individu dihitung oleh Tim Verifikasi setiap 
hari dan dirckapitulat.i aetiap bulan. 

(4) Selanjutnya jumlah semua skor individu/pegawai 
akan menjadi total skor UPI' Puskesmas BLUD. 

(5) 1'im veritikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan melalui Keputusan Kepala/Pimpinan UPI' 
Puskesmas BLUD. 



(6) Hasil perhitungan dari Tim Verifikasi dila.porkan 
kepada Kepala UPT Puskesmas BLUD melalui 
Pejabat/Petugas Pelaksana Tata Usaha. 

(7) PejabaL/Petugas Pelakswu1. Tai.ii U~ctlu1. m~niajukan 
usulan pembayaran in=ntif/jasa pelayanan kepada 
Kepala U.PT Puskesmas BLUD melalui 
Pejabat/Petugas Pengelola Keuangan. 

(8) Pejabat/Petugas Pengelola Keunngan melo.lui 
bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran 
bsentif/jasa pelayanan setelah mendapatkan 
persetujuan dari Kepala UPT Puskesmas BLl:D 
selaku Pinipi.nan BLUD tla11 Kua:oa Puul\Suna 
Angga.ran. 

(9) Besaran insentif/Jasa Pelayanan tidak langsung 
bagi setiap pegawai bisa berbeda setiap bulan 
tergantung kepada besar kecilnya Pos Remuneras.i 
dan capaian kinerja 

{10) Kewenangan membayarkan insentif/jasa pelayanan 
adalah Kepala UPT Puskesma.s BLUD atas dasar 
usulan dari Pctugas Pcngclola Kcuangan UPT 
Puskesmas BLUD. 

(11) Skor individu bisa be~ubah setiap bulan bergantung 
kepada perubahan basw index, perubahan 
pendidikon, perubahnn posisi/ jabatan dan capaian 
kinerja. 

(12) Tunjangan Hari Raya (THRj diberikan paling Iambat 
1 (satu) minggu sebelum Ha.ri Raya. 

Ragian Ketiga 
Distribusi lnsentif/ Jasa Pelayanan Eksekutif 

Pasal 14 

Jika pelayanan di UPT Puskesmas BLUD menganul 
pelayanan eksekutif maka diberlakukan insentif/ja.sa 
pelayanan sebagai berikut: 

a. insentif/Jasa Pelayanan Eksekutif adalah jasa yang 
timbul akibat dari pelayanan eksekutif atas dasar 
pasien yang dilayani dan/atau. pasien yang dibawa 
oleh ma.sing mosing meclis a.tau pasi.en yang bcrobat 
ke poliklinik eksekutif baik pagi maupun sore: 

b. pelayanan pasien =bagaintana dnnaksud pada poin a 
sesuai dengan peraturan yang berlaku; 



c. pasien yang dengan sengaja datang ke UPT 
Puskesmas BLUD dan meminta pelayanan melalui 
jalur pelo.yanan eksekutir, dcngan ketentuan sebagai 
berikut: 
1. memenu1'i persyaratan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku; 
2. dokter spesialis/dokter umum beserta tim 

pelaksana berhak mendapat insentif/Jasa. 
Pelaya.'Ulll langsung pade. poliklinik ckseb.-utif 
secara individu sebesax 50"/o dari jasa pelayanan 
dan sisanya 500/4 masuk ke dalam POS 
rernunerasi UPT Puskesmas BLUD; 

3. dokter spesialis seisin mendapatkan sebagaimana 
dimak:sud pada angka 2 juga mendapatkan ja= 
pelayanan lainnya IY.rup.,i hl'lnhtan transportasi 
setiap kali kunjungan disesuaikan dengan 
likuiditas/kemampuan keuangan masing-masing 
UPT Pulike:.ima:s BLUD; 

4. bantuan tran:sportasi bagi 
sebagaiman.R rHml'tksud 
dialokasi.kan dari biaya 
Puskesmas BLUD; 

dokte.- 8pesiali:s 
pada angka 3 
operasional UPT 

5. insentif/jasa pelayanan langsung 50% dari 
proporsi jasa pelayanan mcdis sebagaitnana 
dimaksud pada huruf (R) mP.njadi pengha11ilan 
individu medis beserta tim yang bersangkutan. 

l::IAl:l VI 
INDE:XING/SKOR 

Bagian Kesa.tu 
Indexing/ Skor 

Pasal 15 

Indexing/ Skor berdasarkan: 

a. jenis tenaga dari pegawai UPT Puskesmas BLUD; 

b. basic index atau index dasar untuk penghargaan 
sebagai insentif dasar bagi seluruh pegawai ASN 
yang standamya diadopsi dari pengalaman dan 
masa ketj.a., &edangkan pcge.wai non ASN Uf"r 
Puskesmas disetarakan dengan gaji pokok terendah 
ASN sesuai dengan pengalaman dan masa kerjanya; 

c. kualifikasVcapacity index adalah untuk 
mernberikan penghargaan nilai kualifikasi/capacity 
berdtt:swkan keterampilan, ilmu pengetahuan dan 
perilaku; 

d. risk index adah1h nil.Ai untuk resiko yang diterima 
pegawai akibat pekerjaannya. Nilai resiko terbagi 
menjadi 4 grade yaitu: 



1. kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat 
fisik apabila pegawai yang bersangkutan bekerja 
scsuai Standar Opcrasonal P:-esedur (SOP}; 

2. kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat 
kimiawi apabila pegawai yang bersangkutan 
bekerja sesuai SOP, terdiri dari Laboratorium 
dar. l:<'annasi; 

3. kemungkinan terjadi resi.ko kerja yang bersifa.t 
ro.dinsi wo.lo.upun pego.wo.i yang bersangkutan 
bekerja sesuai SOP; 

4. kemungk.inan terjadi resiko kerja yang be.rsifat 
infeksius walaupun pegawai yang bersangkutan 
bekerja sesuai SOP; 

5. kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat 
a.dministl'atif wo.fa.upun pegawai yo.ng 
bersangkutan bekerja sesuai SOP. 

e. emergenciJ inn= adalah nilai hl'lr~ untuk tP.TIRga 
atau pegawai yang bekerja pada daerah emergenci 
yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas 
tanpa mengenal batas waktu. Tingkatan emergensi 
sangat tergantung kepada jenis pekerjaan yang 
dilaksanakan oleh peRawai yang bersan~kutan; 

f. position index adalah untuk menilai beban jabatan 
yang disandang pegawai yang bersangkutan; 

g. perfonnance index adalah mengukur hasil/capaian 
kinerja dari masing-masing pegawai; 

h. total skor individu adalah penjumlahan dari skor 
jenis tenaga, basic index, Capacity index, Risk index, 
Eme,-gency index, Position index dan Ptiforma~e 
in.dP.r.; 

i. skala indeks/skor nilai yang digunakan yaitu antara 
10 sainpai dengan 200; 

j. total skor individ·:1 seluruh pegawai dijumlahkan 
menjadi Total Skor UPT Puskesmas; 

k. 'Craian skor sel:>agaimana dimaksud pada huruf a 
sampai dengan poin g terlampir dan menjadi bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

Bagian Kedua 
Kriteria Penilaiai1. Kinerja 

Pasal 16 

(l} Pegawai yang memegang jab1t.Lan al1:1.u memaugk.u 
jabatan pada pl.lsat pendapatan atau Revenue 
Center maupun Pejabat/petugas pada pusat biaya 
atau Cost Center diwajibkan menyusun rencana 
aksi strat:egi.s atau Strategic Action Plan (SAP), yang 
dilengkapi dcngan sistcm akuntabi1itas. 



(2) Penilaian kinerja para pejabat/petugas, 
sebagaimana yang tei-cantum pada ayal (1) ilil,j.ta:,; 

beroasarkan indikator kinerja, target, parameter 
dan/atau standar yang telah tercantum dalam 
Strategic Action Plan dan diukur dengan sistem 
akuntabilitas kinerja. 

(3) Penilaian pegawai yang tidak memangku jabate.n 
tertentu atau tenaga teknis fungsional penilaian 
dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Bagian Ketiga 
Merit/Bonus 

Pasal 17 

(I) MP.rit/Ronus adRlah penghargaan dari UPT 
Puskesmas atau pemilik UPT Puskesmas atas dasar 
prestasi kinerja pegawai. 

(2) Merit/Bonus bisa dalam bentuk Tunjangan Harl 
Raya, Bonus atau penghargaan lain dalam bentuk 
reward. 

(3) Reward dapat diberikan kepada pegawai yang 
berprestasi. 

BABVII 
SANKS£ 

Pasal 18 

[l} Tepat waktu hadir dan tidak tepat waktu pulang 
mendnpat nillli 2 (dun) poin. 

{2) Tidak tepat waktu ha.dir dan tepat waktu pulang 
mendapat nilai 2(dua) poin. 

(3) Tidak tepat waktu hadir dan tidak tepat waktu 
pulang mendapat nilai 1 (satu) ;;,oin. 

(4) Tldak hadir dengan keterangan l(satu) hali mendapat 
nilai 1 (satu) poin. 

(SJ Tidak hadir dengan keterangan sampai dengan ~ 2 
(dua) hari tidak mendapat nllai/poin. 

(6) Tidak hadir tanpa keterangan t(satu) hari dikurangi 
nilai 5 (lima) poin. 

(7) Tidak hadir tanpa keterangan sampai dengan 2 (dua) 
hari dalam 1 (satu) bulan dikurangi 50 (LimA Puluh) 
poin dan mendapat teguran lisan ke 1 (satu). 



18) Tidak hadir tanpa keterangan sampai dengan 3 (tiga) 
hari dalam I (Mtu) bulan dikurangi 100 (Seratus) 
poin; dan mendApat tP.gursin li=n ke 2 (dua). 

(9) Tidak hadir tanpa keterangan > 3 (tiga) hari dalam 1 
(aatu) bulan dikurangi 150 (Seratus Lima Puluh) poin; 
dan mendapat teguran lisan ke 3 (tiga). 

(10) Ti.dak hadir tanpa keterangan sampai dengan 2 (dua) 
hari dalam 2 (dua) bulan berturut-turut dikurangi 
200 (dua ratus) poin dan mcndapat tcguran ke 1 
(satu). 

(11) Tidak hadir tanpa keterangan sampai dengan 3 (tiga) 
hari dalam 2 (dua) bulan berturut-turut diku::-angi 
250 (dua ratus lima puluh) poin; dan mendapat 
teguran ke 2 (dual. 

( 12) Tidak hadir tanpa keterangan sarnpai dengan > 3 
(tiga) hari dawn 2 (dua) bulan bcrturut-turut 
dikurangi 300 (tiga ratus) poin; dan mendapat 
teguran ke 3 (tiga). 

(13) Pegawai yang membocorkan ral1asia jnslitu:.ii 1:1.l1:1.u 
rSlhAsil'l IJPI' Pm~kP.smAs kepAdA pihak h1ar, 
insentif/jasa pelayanan dipotong sebesar 100% 
(seratus persen) dan dikenakan sanksi sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

[14) Pegawai yang terbukti men~gunakan narkoba, 
minuman keras dan berjudi di lingkungan UPT 
Puskesmas BLUU, insentif/jasa pelayanan dipotong 
100% (scratus pcrscn) da.n dibcrikan sangsi scsuai 
peraturan perundang-unda,gan yang berlaku. 

(15} Pegawai yang berkel.ahi, insentif/jasa pelayanan 
keduanya dipotong JOo/o [Lima Pulull Persen). 

116) Pegawai yang terbukti menerima/memungut biaya 
administrasi diluar ketentuan yang ada, maka 
insentif/jasa petayanan dipotong 50% (Lima Puluh 
persen). 

11 7) Pegawai terbukti memprovokasi / menghasut 
insentif/jasa pelayanan dipotong 100% (seratus 
pcrscn) dan dikenakan sanksi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 



BAB XIII 
KETENTUAN LAfN-LAIN 

Pasa.I 19 

(1) Jam kerja efektif dilingkungan UPT Puskesmas 
BLUD adalah 37,5 jam/minggu dan/a.ta.u 150 
jam/bu tan. 

(2) Fembagian honorarium, insentif, dan tunjangan 
dibcrikan minggu kedua pada n+2 (n=bulan 
berja1anJ dan/atau disesuaikan d1mg=:m kondisi 
keuangan UPT Puskesmas BLUD. 

(3) Keuntungan ul!Sha UPT Puskesmas BLUD masuk 
kedalam pos remunerasi. 

(4) Jumlah insentif/jasa pe1ayanan dari pengurangan 
akibat sangsi pegawai akan dimasukkan kembali 
kedalo.m pos rcmuncrasi. 

(5) Ketidakhadiran akibat sakit, mendapat musibah tidak 
lebih 3 (tiga) hari dan/ atau penugasan ke Iuar 
kabupaten oleh Kepaltt UPT Puskesmas dianggap 
hadir. 

(6) Ketidakha.diran karena sakit sebagaimana dimaksud 
thiliun angka (5) dibuktikan dengan Surat Keterangan 
Dokter. 

[7) Pegawai yang mengambil cuti tahunan, cuti bersalin 
selama 3 (tiga} bulan, tetap mendapatkan 
insentif/jnsa pclayanan langsung tetapi tidak 
mendapatkan insentif/jasa pelayanan fid.Ak 
langsung selama waktu cutL 

(6) Kctida.khadfra.11 seJama swul dan mazsa penugasan 
sP.h:'lgaimana dimaksud anka (5) tetap mendapatkan 
insentif/jasa pelayanan langsung tetapi tidak 
mendapatkan insentif/jasa pelayanan tidak langsung. 

i9) Pegawai yang tugns bclajar sccara otomatis tidak 
mendapat insentif/jasa pelayanan langsung 
maupun tidak Je.ngsung selarna tugas belajar. 

1101 Jika pcgawai digantikan oleh pcgawai yang setara, 
maka insentif/jasa pelay11nan ticfak langsur..g 
menjadi hak pegawai pengganti. 

l 11 I Pelaksai11UU1 lugtti,; diluar jam dinas (minimal 2 Jam 
lembur) diberi tambahan nilai 10 dengan kelipatan 
dan dilengkapi dokumen sesuai ketentuan yang 
berlaku. 



LAMPIRAN f'ERATURAN DUPA11 PRINOSEWU 
NOMOR :09 
TANGGAL : 9 .rawari 2015 

REMUNERASI POLA PENCELOLAAN KEUJ\NGAN BADAN LAY /\NAN 
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEHNIS PUSAT KESEHATAN 

.MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PRINGSEW-J 

A_ GAJI PIMPINAN BLUD 
1. Perhitungan gaji Pimpinan BLUD menggunakan rumus = (GD -t 

Nba + Nbi) - Gd 

OD = Go.ji Dosar = Moksinml 5 X Gaji pokok ASN Tcrtinggi 

Nba - Nilai Bobot /\set = 40'% (FPa x GD) 

Nbi = Nilo.i Bobot Pcndapa.tan ~ 60"/o (FPi x CD) 

FPo = Faktor Penyeaue.ian /\set~ Skala FPa dari total asset 

FPi = Faktor Penyeeuoion Income (Pendapatan) - Skala FPi dari 

Total Pendapaton 

Gd = gaji diterima direktur 

2. Gaji pokok ASN tertinggi adalah gaji pokok ASN tertinggi di UPT 
Puskesmas. 

3_ Tabel slmln besaren faktor pcnycauaian asct (Fpa) dan faktor 
g_enyesuaian income atau nenda..., tan IF--il adalaj:J._:_ 

Total Aset (Miliar) Fpa Total Pendapatan Fpi IMiliarl --· 
std 50 0_10 _s/~ 5 0,10 ·- .. 
> :;,o sld 100 U:.!O - . ' . > 5 s/d 10 0,20 
>100 s/d 200 0_30 _ -~10 s/d 20 o.~o 
> 200 s/d 400 040 • ,'1 •••• - > 20 std 40 0,40 l 

"'400 s/d 800 l o_so > 4~ s/d_80. .. 0,50 ' 
> 800 s/d 1600 ' 0,60 ,. 80 std 160 0,60 [ • . .. , ....... 

I 
_ -~ 1600 &Id 2400 : 0,70 :.. 160 s/d 240 I 

0,70 I 
> 2400 aid 3200 0,80 \ > 240 s/d 320 

f 

#' ... 

' 
. ...... 

L-- __ > 32.~0 s/ d 4000 > 320 s/d 400 
0,80 

0,90 f 0,90 ... 

4_ Gaji & Honorarium 
- ·---

No .Pejahat Ketentuan Oaji ~.1:fonorariurn 

1 
Pejabat/ Petugas 

Max 90"/o X Oaji Pimpinan BLUD 
Keuanean dan Tekni{L. .. 

:2 Ketua Dewan Pengawas Max. 400/u X Gaji Pimpinan Bl.UD 
BLU -····· 

3 Anggota Dewan 
Max. 36°/4 X Gaji Pimpinan 3LU 

.~nP-was .. ····-··-
4 Sekretaris Dewan 

Max. 15°/4 X Oaji Pimpinan 31.U Peneawas ... ····-··· 



B. INDEXING/SKOR 
I. Jenis Penclidikan 

... . --· -·- ···-· 
No! 

' 
Jcnis Pcndi.dikan 

,_,. ....... 
l I Mcdis ----· ........ ···-···-··· 
2 I Nurs, Anoteker .................. , ........ -·--·--· 
3 ! S 1 / D4 kesehatan -· .. .... ·-
4 ; D3 kesehatan 

----·--···"··-~ 
5 I D3 tenaga non kesehatan 

-·-··-·· 
6 I Dibawah D3 non Ke:,chatan 

2. Pengalaman dan masa kerja(Basicindex) 
a) Masa. Kerja 

-· ...... _ ....... - ··----· 
No MasaKerja 

.---·-- -
1 < 5 tahun 

·-···········---· 
2 5 s/d 10 tahun 
3 . _ 11 _sf clJ§.. ajiun ·- ... 
4 16 s/d 20 ta.bun .... _ 
5 . ,~!__sjd 25 tahun 
6 .,. 25 tahi.;.n -- . 

3. Keahlian (capacity index) 

Nilai 

150 
100 
80 
60 
50 
25 

Nilai 

20 
30 
40 
so 
60 
70 

a) Tam bah an be ban kerja dalam jajaran pe:i.gelola BLVD 
... ,__ ..................... - . .. . ... ... 

No Uraian Nilai 
1 Petugas Pelaksana Tata Usaha 80 
2 Petugas Pengelola Keuangan 80 
3 Petugas Koordinator Program 80 

I 

·-----· 

b) Ta.'ll bahan be ban kerja lainnya 
~-~-----------------···· ·····-- ··-··---·-·· . -··· 

No Uraian 1'ilai 
l Merangkap Dendahara 50 

2 Merangka.p perencanaan 50 

-~- ~-· Merangkap Ke.1:1ata Raw_~~ !nap/P<?._NED 50 .. 
4 Merangkap Pokja / Tim (ketua) 30 

5 Merangkap Pengelola Aset 
··- -----~-~-~-------------+----30 

6 Merangkap Bendahara Pembantu 25 
I--,~----=-"-----------·----- ··-·--· .. ·-···- -·---·· - .. ., ' 
~ 

i 
I Merangkap pokJa / Tim (sel<retarts & anggota) -· _ --~o .. _ .. 

I s 20 
Merangkap Pendamping praktek kerja 
lanani!an 1--,-f--==--====----------·----·-·-· ··-· ·-

9 Merangka.p operator 20 
ID 

t--. ·"-· 
11 

. __ Merangkap. pemegan . ..=g""p~r_o~g~r_a_m _________ 2_0 __ 
Merangkap Gasbinsa 20 

12 Merangkap Rekam Medik 20 
13 Mendapatkan Shift Malam ( Per Shift) 2 



c) Keahlian dalrun jabatan fungsional 
·- ·- .......... - ... , . , ..... ···-· 

No Uraian Nilai ... ... 
1 Fune:sional Ahli Utama 180 , ~,.. 

2 l<'un~ional Ahli Madva . ... J(>~---
3 Funimional Ahli Muda 140 
4 ~~_gsioru.tl Ahli Pertama 120·-· 
::, l:<'une:sional Pelaksana Penvelia 100 
6 Punesional l'ela.ksana ~iutan 80 . -- .. 
7 l<'unP.'sion/il 1 Pela kAA na 60 
8 Fungsional Pelaksan.a Pemula 40 
9 Non Fungsional/ Fungsional l:mum 20 

d) KP-ahlian tP-hnis (mempunyai sertifikat diklat tertentul 

Nilai Penghargaan berda1Sarkan pendidiki:ln cla.11 pelallhw1 
ber£ertif"ika.t sesuai dengan posisi kerja pegawai sebagai berikut: 

1) Mempunyai sertifikat yang mempunyai masa berlaku dan 
mel.aksanakan tugas sesuai dengan keahliar. dalam sertifikat : 

No i Sertifikat ! Nilai 
-· ........ -· ····-----+--------l 

1 i SertifL1<at Essential Keviatan Puskesmas ; 30 
_ _J _ _l ~ertifil_cat .. P.~g~nian2: Kellia tan Puskesmas , 10 

2) Mempunyai sertifikat yang tidak mempunyai rnaea berlaku dan 
melaksanakan tugas scsuai dengan kea.hlian dalam sertifikat: 

.. . ·-r-·---- . 
Sertifikat jNilai 1-2 th 3-4 th No 5111 >5th 

-·· 
Sertifikat e.s'sentfuil-

1 Kegiatan f 12 100% 60% 30% 0 
Puskesmas 

··-· 
Sertifikat 

2 
penunjang 

6 100% 60% 30 o/o 0 Kegiatan 
Puskesmas ....... .. ... -·--· ···---

3) Mempunyai sertilikat lainya yang tidak berhubungan secara 
lang6ung dengan program Puskesma:s . 

' . .. 
I No Sertifikat 

1 · 1 Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa 
I 

Nilai 

30 



4. Resiko kerja (Risk Index) 

No Tin.a_kat Resiko Nilai 
Tingkat Resiko (Grade II 
• Staf administrasi 
• Penjaga kantor 20 

l 
• Ju1·u Masak 
• Operator 

! • Cleanin Service 
l Tingkat Resi.ko ( Grade HJ 
• Pendaftaran 
• Rekam Medik 
• Pemegong Program 

• Rendahara pembantu 

• Pengelola Aset 
2 • Bidan Desa 40 

• RawatJalan 
• Supir Ambula11ce 

• Puskesmas Pembantu 
• Loundry 
• Anggota SPI, Pokja, Kegiatan 

lnsit#_~ntile,Tim Lainn a 
Tingkat Rt:lfiko ( 0,-(.((re Ill) 

• Fannasi 
• UGO 
• Petugas Rawat lnap / PONED 

3 • Bendahara 
Perencanaan 80 • 

• Petups Teknis BLUD 

• Ketua SPJ,Poltja, Kegiataninsedentile dan 
Tim Lainnya 

• PenuniAn,:, ~ya 
Tingkat Resiko {G..-ade IV) 

4 
• Penanggungjawab Rawat lno.p/PONED 

120 • Penanggungjawab Pelayanan / Medis 
• Laboratorium 

5. Ke watdarur:,a~ 
No Ti Nil~~r-7 

Tingkat Emergency ( Grade I) I 
• Penjaga kantor 
• Staf administrasi 

1 • Juru masak 
• Laundry :20 

• Operator 

• CJ~ning Servise 
Tingkat Emergency (Grode II) 
• 1-'endaftaran 

l: 
• Rekam Medill: 

Bendahara pernbantu 30 • 
• Pen~elola Aset 



• Rawat Jalan 
• Rawat lnap / Poned 
• Tim Verifikasi 
• Bidan Desa 

1 • Puskesmas Pembantu 
' • Anggota SPI, Pokja, Kegiatan Insidentil.e, 

Tim Lrunn o. 
>--->----- ·"---~~-----------+--

Tingkat Emergency (Grade III) 

3 

4 

• Pemegang Program 
• Laboratorium 
• Fannasi 
• Penanggungjawab Rawat Inap / Poned 
• Su:;:,ir Ambulance 
• Bendahara 
• Perencanaan 
• Petugas Telmis BLUD 
• Ketua SPI,Poltja, Kegiatam tnsedentile dan 

Tim Lainnya 

• Penunjang !-:1_.i_n~a~-----------+­
Tingkat Emergency ( Grade IV) 
• UGD 

40 

60 

.. _ 
• Penanggungjawab Pelayana:n._,_/_M_!!d_i_s ___ _._ ___ __, 

6. Tanggungjawab/Posisi Jabatan (Position Index) 

No ______ Kelompok Jabatai:i. ________ N_1_·1a""1"-· --1 

1 Tidak me~_ili!ti~j_a_b_a_tan___________ 15 
• BillaJ:1 De:sa, 
• Gasbinsa, 
• Anggota SP], Pokja, Kegiatan 

2 lnsidentile,Tim Lainnya 40 
• Kepala Puskesmas Pembantu, 
• Operator. 
• Rekam Medik ·······--------------+---
• Pemegang program, 
• Ketua SPI,Pokja, Kegiatam insedeniiledan 

3 
Tim Lainnya 

• Koordinator kegiatan, 80 

• Ketua I'anitia Pengadaan, 
• hP-ntiahara pembantu, 
• P~jabat/Petu,gas Tehnis BLUD, 
• Bendahara, 

4 • Perencanaan, 120 
• Pengelola aset. 
• Pena u_~ ·awab Pela anan Media 

5 Penanggungjawab Rawal i11ap/PONED 150 



C. Kinerja (performance in.dex) ada1ah seberapa besar kontlibusi 
individu dalam memberikan da.t1 1uenduku11g pdayanan tli u.nil 
kerjanya dalam setiap satuan 1 (satu) hari dan atau bulan. 
Performance Individu sangat di tentukan oleh Pembeba."lan 
Ta>1ggungjawab yang di berikan dan perlu di berikan pembobotan 
sebagai berikut : 

l. Pembebanan Tanggung Jawab -, 
No Pembebanan Tugas dan tanggungjawab N1lai J 

i 
-···· ·-······ ········•·· 

l 
Pelaksana Tata Usaha, I'Pngelol.a Keuangan, 

65 Koordinator Program 

2 
Dokter Penanggungjawab !..ayanan rawat 

60 ialan/rawat inao, Hendahara ,Perencanaan 
-••A• .. ·•• • 

3 
PengeloJaProgram &$ential, Penanggungjawab 

50 raw.At_ inan' PONF:n, PP.mhl'lntu Rf'!n,fahl'lrl'I 

4 
Program Pengembangan, Program Penunjang, 45 
Sub Program, Pengelola Barang, 

5 Tim F't•~rifik::isi 40 . 
6 K1;:pal1:1 Pu1:1ke:.mas Pembantu dan Bidan Desa ! 

·--
30 ... ···-

7 
Pclaksana Rawat Jalan I Rawat Inap Ii 20 loket/ Anotik ! 

··--. . .. ·-

8 
Staf administrasi dan Pendukung Kegiatan ! 

15 
-~~kesmas Lainnya f 

Perform.an.cc individu scsuai dcngan pcmbcbanan tanggungjawab 
dalam kegiatan harian dan atau bulanan sebagai berikut : 

a. Kuantitas atau besaran pelayanan yang dise\esaikan 
1) Kegiatan Dalam Gedur.g 

a. Managerial 
(1) PengelolaBLUD 

... .... ...... 
No Uraian Nilai 

-···· -·---·-· ... 
1 Kurang dari target bulan:an 20 

2 Sesuai target bulanan 30 
... -- .. ... . ......... 

(2) lnisiator lai11.Ya 

No ! Uraian Nilai ..... . . -· .. ·····-··--···--+------1 
1 ! Sebagai Naraswnber 20 

I 



b. Pelayanan 
(1) Pelayanan oleh Dokter Spesialis: 

------------···- ' -----
No Uraian 

I Pelayanan pada rawat jalan/k0&1ltttsi 
retia sien 

2 
Pelayanan pada rawat inap/kosultasi 
ona call setia asien L--...L!= =i:.....o:=c..::..:.:.._ ______ _,__ 

Nilai 

5 

10 

(2) Pelayanan mcdis olch doktcr / doktcr gigi pada Rawat 
Jalan: 

.. 
No Untian 

1 Kurang dari targetbulaIJan 

2 Sesuai target bulanan 
-

Kenaikan <30 °/4 dari target-bu 3 Iariaii -

4 Kenaikan >30 % dari target b ulanan 
... 

(3) Pelaya..-1.an medis oleh dokter pada Rawat lnap 

No, 

1 

.. ., . 

Uraian 
Kurang dari target bulanan 

- . 
Sesuai target bulanar. 

Kenaikan <30 % dari target hula.nan 
-···-····· 

Kenaikan >30 o/-, dari target bulanan 
., ... 

.. 

(4) Pelayanan oleh non mews pada Rawat Jalan 
_ ......... 

No Umian ...... -- ! 
1 Kura.nu dari tar"et bulanan ' 2 Sesuai tari:ret bulanaii· I ; 

3 Kenaikan <30 % dari tanet bulanan i 

Nila.i 
40 
60 

70 

80 

Nilai 
40 
60 
70 

80 

Nilai 
25 
30 
40 

I 
...... 

4 Kenatkan > 30 o/o dart target hula.nan 60 

(5) Pelayanan oleh non medis pad.a Rawat Inap 

---· Nu Uraii,m Nilai - ·- -
1 Kuran11 dari tarc:et bulanan .25 -· ·-
2 Sesuai ta.rue, bulanan 30 -···· .. 

Kenaikan <30 % dari tarJYet bulanan 40 

; 
! 

~-
· · Kenaikan > 30 % dari taraet bulanan 6() 

... ·----1 
4 i 

(f>) PP.fayanan Program (KIA, KB, lmunisasi dll) 
.... .... -- -

i No Uraian I Nilai 
I 

- . 
1 Kuron" dari ten,ct bulanan 10 ..... 

_.J, ... Sesuai taraet bulanan 20 
3 Kenaikan <30 °10 dari i:arget bulanan 30 
4 Kenaikan > 30 % dari target bulanan 40 

········ 



('/J Pelayanan Konseling (KIA, KB, Kesling, Promkes, Gizi, 
1'2, fannasi dll) 

No Uraian Nilai 
1 
2 

etbl.11anan===-------1---'l::..:U=----
20 

Kenaikan <30 °/4 dati t_!l_rgP-:.c.t=--h:..:.. =u-=-la:..:.n.::.a:..:.n-=----4-----=3c=O'---
Kenaikan > 30 % dari tar e~ bulanan 40 

(8) Pelayanan La.boratoiium 
a. Rawatjalan 

-·-No Uraian ·-I Kun,u111 ~ l..l:1.ntel bulanan 
2 Sesuai tar0 et hula.nan 
3 Kenaikan < ~g % dari taraet bulanan 
4 K~n~ > 30 % dari target bulanap. 

b. Rl,j_w1,1,l inap 
... 

No Uraian 
1 KuranL?: d~_target .bulanan 
2 Sesuai tar,.et ... bulanan 
3 Kenaikan <}0_%_dari tarll'.et bulanan 
4 K~naikan > 30 °/o dari target bulanan 

(91 Pelayanan farmasi/ Apotek : 

... 

) 

Ni 
1 
lai 
0 

2 0 
(t._ 
0 
~ 
4 

Nilai ~ 
10 ' 

s•l 
No raian Nilai 
1 Kura et hula.rum 25 ·----_,_--==-----1 
2 30 
3 Kenaikan "' 30 % dari t et bulanan -10 
4 f Kenaikap'!...:>~J~O~'¾~o~d~an~· !:!!::!Jze~t!:....b~u~l~a!!!n~a!!!n'---L---6~0 ___ . __ 

( I 0) Pelayanan Adrninistrasi dan Pendaftaran 

No Uraian I Nilai 
J __ . Kurang dari target bulanan ._.. _ _;1::..:0=----

2 -~esuw target bulanan ...... ~. __ 20_;_c_ __ 
L •• -~:__.1...:.:K:::e~n~ai:::·k~a:::n:__:<~3~0~%~dari='~t.ar=r-~t:..cbee.u,e;l,::an~ anc-=-~--30=-=---

4 Kenaikan > 30 % dai:i target hula.nan 40 

( 11) Pelayanan Tindakan pada. Rawat Jalan: 

_N.9.. . Uraian 
1 Penanaanngjawab/1 kali tindakan 

L-.,,,_2___._-=-~laksana pelayanan/ 1 kali tindakan 

( 12) Pelayanan Tindakan pada Rawat lnap 

5 
i6-

I N
2
~~.·.·_ .. Penanggungjaw~~~~li tindakan .. _ .. ---N-~ai_· _ _, 

Pel<Llcssn.a pe1ayanan/ l kali tindakaJ! ..... _---=1=-=0=---__, 



(13) Pelayanan Tindakan pada PON.1!,;U 
.-•. ····--· No Uraian Nilai 

l Penane:eunj! jawab/ 1 kali tindakan 20 
2 Pelaksana oelavanan/ I kali tindakan 60 ·- .... 
3 Pelak.8:l.na penuniane/ 1 knli tindalum 15 ' ... -- ····-

( L 4) Bendahara dan f'erencanaan 

No U.raian 
1 Kurang dari taxget bulanan 
~- .. _~esuai target bulanan , 

3 Sesuai target bulanan ada tambahan I 

Nilai 
20,,.,,_._ 
25 
30 

'---· pe.kerjaan I 

(15) Pengelolaan Obat, Bahan Alat Habis Pakai (BAHP) 
·--·· .... 

No Uroion Ni1ai 
l Kurane: dari tare:et bulanfffi ... _ 10 '. ' 

2 Sesuai tarn:et bulanan 15 

3 
Sesuai target bulanan ada tambahan 25 
nekeriaan 

(161 Penp;elolaan Barang/Aset, Bendahara Pembantu. 
Operator, Rekam Medis 

···-·--·----~-~-~ 
f---"N'"'o'-+-------=Illl8Il=· ==-------+- ... NJ!ai 

1 Kura et bulanan 10 
2 Sesu anan - is-· 

3 
Sesuai target bulanan ada tambahan J 20 

L__.J...le==·a_an .. _ ... .. . ........ I 

(17) Kegiatan cleaning serois, l.oundry, sopir ambulance, 
juru masal<, penjaga kantor 

.. -·· ..... .. 
No Uraian Nilai ...... 

l Kurano dari tamet 10 ---
2 Sesuai Tar2et 20 

3 
Sesuai 

! Kineria 
Target dan ada tambahan 30 

'" .... . , ..... . ·-· ..... 

2} Kegiatan luar gedung Puskesmas dilengkapi dengan dokumen 
sesuai peraturan yang berlalru 
a. Pelayanan non tindakan 

·-' ·----No Uraian Nilai ·- -·' . ., .,-.. -,, .... ~ ........ -. 
1 Kurane dari t.arvet bu.Ian.an 10 ... ··'"··--·--·-
2 s~su::1i hlr"'lt hu IBn$1n ?.O 

: 3 Kenaikan < 30 % dari tart:1:et bulanan 40 
' - ' -

i 4 Kenaikan > 30 % dari tar2et bulanan 60 
' .......... _ ·---



( 12) Pegawa.i yang melakukan inovasi dalam 
mcningkatkan cape.ian kincrja program mendapatkan 
nuai sesuru .K.etentuan yang oerJ.aku seJama enam (t>J 
bulan. 

(13) ~mberian insentif/jaaa. pelayanan u n tuk pegawai 
non ASN d.iberikan secara bertahap berdasarkan 
masa kerjanya sebagaimana terlampir. 

( 14} Penjelo.oon teknis dari masing-m.asing varia bel 
perhitungan dan hal-haJ lain, pengaturan lebih 
lanjut melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten Pringsewu. 

BABtx 
KETENTlJAN PENUTUP 

Pasa.120 

Perature.n Bupati inl mulal berla.ku sejak tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetabuinya, memerintahkan 
pcngundangan Perat ura u Bup11li uu dengc:U1 
penempatannya cfalam ~rit.A 0.A~THh Kabupaten 
Pringsewu. 

Diund.angkan di Pringsewu 
pada tanggal 9 J1U1UU'i 201a 

Ditetapkan di Pringsewu 
pada tan,utal 9 .JUU&ri 201 ?, 

BUPATI PRINGSEWU, 

dto 

SUJADI 

St;KJ<.t:TARlS DAERAH KABUPATEN PRfNOSEWU, 

dto 

A. DUDIMAN PM 

BERJTA DAERAH KABUPATEN PHINGSEWU TAHUN 2018 NOMOR 09 

Sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Bina dan Fasi.litasi Produk Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu 

IHSAN HENDRAWAN, S.H 

JDIH Kabupaten Pringsewu : http://jdih.pringsewukab.go.id/ 



c. Tingkat ketepatan waktu atas pelaksanaan kegiatan 

-·-
No Jenis Ketepatan Tidak Tcpat Teoat 
1 Tepat Jam Kcl.mJir~ 1 5 
2 'Tepat Jam Pulang 1 5 
3 Tepat Pelaporan 10 25 

d. Variabel Pengurang lainnya 

No Urooan Nilai 7 
1 Tidak ada teguran 0 
2 Sunll le.,unm lilsan tenulis 1 -50 
3 Surat teouran lisan tertulis 2 -·-· 

-100 ·--··-4 Surat teiruran lisan tertulis 3 -150 
5 Surat nerin11atan l -200 

1 Surat . ~tan 2 
. -··-6 -250 

7 Surat tan 3 .,. -JOU 

e. Variabel Penambah 

No Penambah Nilai 
L Tidak ada n..ngharsmAn 0 

Pen ~ - --- - ·- tertulis dari Dinas Keselutlau1 ··-2 50 
3 Pen£l!ara<1Jln tertulis dari (nstansi Non Kesehatan 100 

D. Pemberian insentif/jasa pelayanan untuk pegawai Non PNS 
diberikan secara l>ertahap berdasarkan masa kerjanya adalah 
sebagai berikut 

.. .. , 

7 No Bulan Nilai ... 
1 ke•l SOo/o dari total skor >--

600/o dari total skor 2 ke-:.! 
3 ke-3 .. 70"/o dr:ui total skor 
4 ke-4 800/4 dari total skor 
5 Ke-5 900/o dari total skor 
6 j Ke-6 100% dari total sk~r ...... . .... 

JjUPATI PRJNGSEWU, 

dto 

SVJADI 

JDIH Kabupaten Pringsewu: http://jdih.pringsewukab.go.id/ 
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